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IEMBARAN DAENAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT tr PATI

NOMOR | 7 TAHLJN 199/ SERI D NO. 2

ff"rfr" 
rrNGKAr tr PArr

TENTANG

PENYISIHAN PNNERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANG I,JNA,N BAGIAN
DAERA 1I TNGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA/I( ELURA HAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YAIYG MAHA ESA
nO*ITT KEPALA DAERAH TINGKATII PATI

Menimbang : a blrwa dalam ranglca meningkarkan kemampuan Femsinah
DeWlGluratran dalam penyelenggaraan nrgas-Urgas pemerintatr
an dan pembangurun, perlu dilakukan upaya peningkatan
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pendapatan Desafielurahan melalui penyisihan sebagian hasil
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat
tr kepada Pemerintah Desafi(elurahan di Wilayalr Kabupaten
Da€rah Tinekat II Pati ;
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dit€tapkan dengan
Feratrnan Daerah
Undang-udang Noms 5 Tahun 1974 tenrang pokok-pokok
Penorintahan di Daerah ;
Undang-urdang Nom6 13 Tahun 1950 tentang penrbena*an
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi
JawaTelgah;
Undary-udang Nomq I llDrt Tahun 195? tentang Ferafiran
Umum Pa!* Daerah ;
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BAB I
KETENTUAN I.'MITM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

' 4. undang-undang Noriror 5 Tahun 1979 tentang pemeriiitah
an Desa

5. undang-undang Nomm 12 Tahun l9g5 tentang pajak Bumi dan
Bangunan;

6. Peraturan pemerinrah Nomor 42 rahun l9g5 tentang pem-
bagian Hasil perprimaan pajak Bumi dan Bangunan ilf,; p;-
merintah pusat dan pemerinlah Daerah ;

7. Peraurran Menteri Daram Negeri Nomor l rahun l9g2 tentang
Sumber Pendapaun dan Kekayaan Desa, pengurusan dan
Pengawasannya;

8. Perauran Menteri Dalam Negeri Nomon 3 Tahun l9g2 tentang
Anggaran penerirnaan dan pengeluaran Keuangan Desa;

9. peraturan Menteri Daram Negeri Nomor4 Tahrin 1985 *nong
p_engqrusan pendapaan Hasil pajak Bumi dan Bangunan ;

l0.Keputusan Menreri Ddam Negeri Nornor 49 Tahun 1990
tentang pedoman penyisian penerimaan pajak Bumi dan
Bangunan Baqian Da€nh Tingkat I dan Da€rah Tingkar II
kepada Femerinlah Desa ;

'.Keputusan 
Menteri Datam Negeri Nomor gg rahun rgg0

tenbng pedoman penyisihan penerimaan pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Daeratr Tingkat I oan oaerar ringkat II serua
Pemberian surnbarigan/B*n in dan pemberian sebagian Hasir
Pajak dan Retribusi Daeratr kepada pemerinah Kerurahan.

Dengan Perselujuan Dewan perwakilan Rakyar Daerih Kabupaten naerarr raJ[at It
Pati.

MEMUTUSKAN:

MeTrctapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PATI ]ENTANG PEI.IYIStrIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGI.JNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA
PEMERINTAH DES A/KELURAHAN.
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Pemerinbh Daerah
l

.

Bupti Kepala Daerah

--.
Desa

d. Kelurahan

Pajak

Bumi

Bangunan

adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati ;

dalah Bupati Kepala Drerah Tingkat tr
Pati; .

adalah suatu wilayah yang aitempati
oleh sejumlah penduduk sebagai ke-
satuan masyarakat termasuk di-
dalarnnya kesatuan masyarakat hukum
yang msmpunyai orgahisasi pemerin'
uhan terendah langsung di bawah
Camat dan berhak menyelenggarakan

rumah Angganya sendiri;
adalah suatu wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk yang mempu-
nyai organismi pemerintahan terendah
langsung dibawah Camat. yang tidak
berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri ;

adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati ;

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
yang ada dibawahnya ;
adalah Konsruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan s€cara tetap pada tanah
dan/atau perairan.
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BAB II

PENETAPANPEMBAGIAN
Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat II Pati
disisihkan sebesar l0% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/
sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintatr Desa/
Kelurahan.
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BAB III
ALOKASI PEI\TYISIHAN HASIL PENERIMAAN

hsal 3

(l) Alokasi penyisihan hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pasat 2 peraturan Daerah ini iepada
Pemerintah Desa/Kelurahan, ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

(2) Peneapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini,
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pem-

bangunan;
b. Pemerahan unnrk membannr desa kritis, pengharg aanlp_

nmgsang bagi Desa yang telatr Lunas pajak Bumi dan
Bangunan.

BAB IV
PENGANGCARAN

Pasat 4

Penyisihan hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian
Daerah Tingkat [I kepada pemerintah DesaKeluahan Cicannrnt<an
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Da€rah dan dianggarkan
pada Pengeluaran Ruti{Ganjaran, Subsidi/SumUangan trepaOa
Daerah Bawahan).

BAB V
TATACARA PET.IYALURAN

Pasal s
Tata carapenyaluran dana sebagaimana dimaksrdksar 3 perat'ran
Daerah ini dit€taplen oleh Bupati Kepata Daerah.

pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini
digunalcan untuk pembiayaan penyerenggaraan pemerinahan dan
pembangunan.
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Pasal 7

l-f.asil nelgrlmaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimatasud Pasal 3 peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai
penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan
Desy'I(elurahan yang benangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal I
Penyisihan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah
Tingkat II Pati untuk Pemerintah DessiKelilrahan tidak mengurangi
kewajiban serta tanggungiawab ,pemerintah Daefah uotuk tetap
memberikan sumtangan6antuan teftadap Desa/Kelurahan yang
selama ini tetap dilaksanakan

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang

lengenai pelaksanaanrrya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 
-

Kepala Daerah.

pasal l0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tranggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetthuinya,

memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penem_
patannya datram l*mbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Fati.
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DEWAN P€RWI.4KILAN RAKYAT DAERAH.KAAUPATEN 
DAERAH TINGKAT II PATI

WAKIL KETUA"

rd

A. ASLAM.A,SYHARI

Pati,3l Desember l99l

Bt]PATI KEPALA DAERAH] TINGKAT II PATI'

6.

ttd

S UNARDJ I

D.ISAHKAN ..
Dengan Xeprrusan Gubernur

Kepla Daffih Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 14 Marer 1992 No. l88.3ll l6ll9p
AI..{. SEKRETARIS \VI.AYA}I/DAERATI TINCKAT I

JAWATENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

'$ 4i PJ I TO, SH.
NrP.50m34373

ni datan- Drrah,Rlhtpaten
Daerah fingkat II Pati pda tanggd 25 IUarcr l9g2

Nomor7 Seri DNo.2
Sekrearis Wilaydr/Drerah

Plpso BoFRNOMQ. S$.
NrP.500033 sm
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SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR :J8siltl6l1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
N PATI NOMOR 15 TAHT.JN lggl TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN
PAJEX BUMI DAN BANGI.JNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT TI KEPADA
PEIVIERITTITAH DESA / KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkar II pati
tanggal : l8 Januari 1992 nomor : l8B.3lM7 perihal :
pennohonan pengesahan peranran Drerah :

b. Peraturan Daerah Kabupaten Drerah Tingkar II pati
Nomor l5 Tahun l99l tenfang penyisihan penerimaan Fajak
Burni dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada
Pemerintah Desa/Kelurahan ;

bahwa tidak ada keb€ratan untuk mengesahkan peraturan Daerah
yang dimaksud :

l. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serra Pasal 58 ayat (Z) dan (3)
Undang-urdang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang-undang Nomor l0 Tahun 1950 ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 ;

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr pati
Ncxnor 15 Tahrm l99l tentang Penyisihan Penerimaan eaiat Uumi
dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerinuh Desa/
Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :
- Pasal I huruf c dihapus ; selanjutnya huruf-huruf berikutnya

disesuaikan.

Menetapkan

Menimbang

Mengingat

I
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Ditetapkan di
Padatalrggal

: Sem0r4ng.
: l4lllxetl992

WAKIL GIJBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
.. i JAWATENCA}I

BIDANG I,

nd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Kepurusan ini disampaikm kepada yth :
l. Menteri Dalam Negeri di Jakrra'l
2. Dirln P_I"JOD pada oeportenan Dalam Negeri di Jakana, dengan diserrai I (sahr)

lembar Feraturar Daerah
supcti l(tpats D";nLr*gkal u n* di prii ;
IkhB DPRD Kabupa@ paeratr Tingtar II Pati di pari ;
Fembantu Gubernur Jawa T.nguh unnrt Wjla}ah Fati di pati ;
Kepla Biro Hukum pada Se*r,etriat WinyaflrOaerafr Tingkat I Jawa Tengah

3.
4.
).
a

SESUAI DENCANESNU*YA
A.N SEKRETARTS $iiNiVEfi/DAEiAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biroffukun,

@
SARDJITO. SH

NrP.500034 373


